BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

: a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan
kondisi sosial ekonomi Daerah yang baik dan seimbang
maka Pemerintah Daerah perlu mewujudkan hak-hak
yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Tuban dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan Daerah;

bahwa sehubungan berlakunya beberapa peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan berimplikasi
pada ketentuan terkait Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tuban perlu disesuaikan;
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bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka
perlu  menetapkan  Peraturan Daerah  tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tuban;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5166);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerinntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

jdih.tubankab.go.id



10.

11.

12.

13.

14.

15.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5472);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa  kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan,;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun
2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor
15);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1
Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1
Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 15) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

Bupati adalah Bupati Tuban.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Kabupaten Tuban

a s b
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Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Tuban.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tuban.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban.
Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD.

Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada
seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata
tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau
acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata  Penghormatan, sehubungan dengan
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau
kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat.

Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan
Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri
oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah
Daerah serta undangan lainnya.

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam
acara kenegaraan dan acara resmi.

Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat
Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi.

Uang Representasi adalah uang yang di berikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti
rapat rapat dinas.

Belanja penunjang operasional Pimpinan adalah dana yang
disedikan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas

Pimpinan DPRD sehari-hari.
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Belanja Penunjang Reses adalah Dana yang disediakan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan Reses serta menjaring aspirasi masyarakat.

Tunjangan Jabatan adalah uang yang di berikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Tuban.

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua
atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan
Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan
Daerah atau alat kelengkapan lainnya.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan
DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan
DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan
perlengkapannya.

Uang Jasa Pengabdian adalah wuang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang

diadakan di Daerah adalah sebagai berikut:

a.

b.

Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah

pejabat instansi vertikal lainnya; dan
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c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah

3. Ketentuan Pasal 12 diubah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

berikut:

Pasal 12

Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai

Pengaturan plat nomor kendaraan Ketua dan Wakil Ketua DPRD adalah

setelah nomor urut kendaraan Bupati dan Wakil Bupati.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

—e

B0 a0 gop

Uang Representasi;

Tunjangan Keluarga;

Tunjangan Beras;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;

Tunjangan Badan Musyawarah;

Tunjangan Komisi;

Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
Tunjangan Badan Anggaran;

Tunjangan Badan Kehormatan; dan

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah,

Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah,

Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,

diberikan tunjangan sebagai berikut:

a.

Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)
Jabatan Ketua DPRD;

dari Tunjangan
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Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;

Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD; dan

Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan

Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri

beserta 2 (dua) orang anak.

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan

ketentuan:

a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai
penghasilan sendiri; dan

b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25
(dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan
formal.

Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana

dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi

asuransi kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan yang penyelenggaraannya berpedoman pada

ketentuan yang berlaku.

Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sesuai ketentuan yang berlaku

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah

jabatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
atau rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan

perumahan.
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(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai
tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

8. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal
25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PSH;
b. PSR;
c. PSL; dan

d. PDH Lengan Panjang
(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 11 Januari 2016

BUPATI TUBAN,
ttd.

H. FATHUL HUDA
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Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 12-8/2016

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

ARIF HANDOYO, SH
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661102 199603 1 003
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN

UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun
2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 4 Tahun 2007 merupakan implementassi dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

Seiring perkembangan keadaan saat ini, terdapat beberapa
peraturan peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada
kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah pertama kali dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2007 perlu

disesuaikan kembali dalam perubahan kedua.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal I

Cukup jelas.
Passal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 63
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